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WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 80 TAHUN 2008

TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KEBAKARAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf ¢ dan pasal 6

Peraturan Daarah Kota Surabaya Nomer 14 Tahun 2005
tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan
pembentukan, tugas, fungsi dan susuhan organisasi Dinas
Kébakaran Kota Surabaya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf 2 sertd dalam rangke pelaksanaan ketentuan
Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Organisasi Dinas Kota Surabaya, perlu menetapkan
Peraturan Wallkota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Dinas Kebakaran Kota Surabaya.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa TimuriJawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Unrdang Nomor 2 Tahun 1963 {Lembaran Negara

;'ahun 1965 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Nomor
730);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 teniang
Pembentukan Peraturan Pesrundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 4389):

Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negare Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);



4.

Peraiuran T oreriniah Nomer 8 Tabun 2003 tentang
Pedoman Crgenisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara
Memor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Peraturan Cacrah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005

tentang Crganisasi Dinas Kota Gurabaya (Lembaran Dagrah
Kota Suravaya Tahun 2005 Nomar 3/0D).

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS KEBAKARAN KOTA SURABAYA,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1

. Daerah adalah Kota Surabaya.
Z.

Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat
Pemarintah Dasrah adalah Kepela Daerah beserta
Perangkat Dasrah.

. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

. oekretaris  Daerah adalah  Sekretaris Daerah  Kota

Surabaya.

Dinas adalah Dinas Kebakaran Kota Surabaya.

. Kepaia Dinas adalah Kepalz Dinas Keabakaran Kota

Surabaya.

Unit Pelasana Teknis Dinas adalak Unsur Pelaksana
Teknik Dinas Kebakaran yang mempunyai tupas
melaksanakan fungsi pelayanan tertentu  dibidang
pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lapangan.

BAB 1l
TUGAS DAN FUNGS!
Bagian Pertama
Dinas

Pasat 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan
Daerah di bidang pencesahan dan penzngsulsngan kebakaran
serta melaksanakan tugas pembantuan vang diberikan oleh
Pamerintah dan/atau Pemarintah Provinsi.



Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Paaai 2 Peraturan Walikota ini, Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis i bidang pencegahan dan
penanggiiangan kebakaran;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
C. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
d. pengeldlaan ketatausahaan Dinas;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengen tugas dan fungsinya.

Bagian Keduza
Bagian Tata Usaha

Pasal 4
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Diras di bidang ketatausahaan.

Pasal §
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai

fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program.
anggeran dan laporan Dinas;

b. pelaksanaan pambinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

¢. pengeloiaan administrasi kepegawaian;

d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga
Dinas, petlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan
perpustakaan;

e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

f pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang
ketatausahaan;



Q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal £

{1} Sub Bagian Umum mempunyai tugas

a.

menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
poatunjuk teknis di bidang umum;

menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang umum;

. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan

tembaga dan instansi lain di bidang umum;

. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di

bidang umum;

. menyiapkan bahan  evaluasi dan pelaporan

petaksanaan tugas;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas °

menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang kepegawaian :

menviapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
peturjuk taknis di bidang kepegawatan |

menyiapkan bahan koordinasi dan kenasama dengan
jembaga dan instansi fain di bidang kepegawaian ;

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di
bidang kepegawaian ;

menyiapkan bahan  avaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan
fungsinya.



flagian Keliga
Bidang Pelatihan dan Penyuluhan

Pasal 7
Bidang Peizgtinan den  Penyuluhan mempunyai  tugas
meolaksanakar  secegian tuges Dines di bidang pelatihan
panyuluhar

Fasul 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 7 Poraturan Walikota ini, Bidang Penyuiuhan
mempunyal fungsi .

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pelatihan dan penyuluhan;

b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang peiatihan dan penyuluhan:

¢. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain di bidang pelatihan dan penyuluhan;

d. peiaksanaan pengawasan dan pengendalian program dan
petunuk teknis dibidang pelatihan dan penyuiuhan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas:

f. pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai tugas dan fungsinya,

Pasal §
(1) Seksi Penyuluban dan Komunikasi mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang penyuluhan dan kemunikasi:

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
patunjuk teknis di bidang psnyuluhan dan kemunikasi;

¢. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang penyuluhan dan
komunikasi:

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendatian di
bidang penyuluhan dan komunikasi;



€. menyiapkan bahan evaluasi dan  pefaporan
peialsanaan tugas:

f. melaksanaran tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepoiz Buang Peiatihan dan Penyuluhan sesuai
dengan woas dan fungsinya.

{2) Seksi Pelatinan mempunyai tugas :

a, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis gdi bidang petatihan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang pelatihan,

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
icmbaga dan instansi lain di bidang pelatihan ;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di
bidang pelatihan;

€. menyiapkan banan evaluasi dan . pelaporan
pelaksanaan tugas;

_""

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pelatihan dan Panyuiuhan sesuai tuges

dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Operasional

Fasal 10

Bidang Pembinaan  Operasional mempunyai  tugas
melaksanakan sebagian tugaa Dinaa di bidang pembinaan
operasional.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pesal 10 Peraturan Walikota ini, bidang pembinaan
Operasional mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pembinaan operasional;

b. pelaksanaan tencana program dan petunjuk teknis di
bidang pembinaan operasional;



¢c. pelaksansal Koordanasi dan Keigasama dengan lembaga
dan mnzianst iain a1 hidang pembinaan operasienal;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program dan
petunjuk teknis d bidang pembinaan aperasional;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peiaksanaan tugas;

f. pelaksanzan tugas-lugas a.n yvang diberikan cleh Kepaia
Dinas sesuai lugas dan fungsinya,

Pasal 12

{1} Seksi Pencogahan dan Pengendalian mempunyai tugas ;

a.

menylapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk  teknis di bidang pencegahan dan
pengendalian;

. menyiapkan bahan pelaksanaan fencana program dan

petunjuk teknis pencegahan dan pengendalian;

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
dan Jnstansi lain di  bidang pencegahan dan

pengendalian;

. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di

bidang pencegahan dan pengendalian;

menyiapkan  bahan  evaluasi dan  pelaporan
pelaksannsan tugas,

melaksanakan tugas-iugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pembinaan Operasional sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

{2) Seksi Pengusufan dan Laboratorium mampunyai tugas :

a

menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petuniuk teknis di bidang pangusutan laboratorium;

menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang pengusutan dan laboratorium;

. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan

lsambage dan instansi lain di bidang pengusutan dan
laboraterium,;

. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian

dibidang pangusutan dan iaboratorium;



e. menyiapkan bahan covaluasi dan  pelaporan
palaksanaan tugas:

f. meluksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pembinaan Operasional sesuai dengan
tugas dan fungsinya

Bagian Keiima
Bidang Serana dan Prasarana

Pasal 13

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
malaksanakan sabagian tugas Dinas di bidang sarana dan
prasarana.

fasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 13 Peraturan Whalikota ini, Bidang Sarana dan Prasarana
mempunyai fungsi ;

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang sarana dan prasarana;

h. pelaksansan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang 2arana dan prasarana;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan inatansi lain di bidang sarana dan prasarana;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang
sarana dan prasarena ;

e. pelaksanaan evatuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas assuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas ;

a. menyiapkan bahan pehyusunan rencana program dan
petunjuk teknia di bidang pangadaan dan distribusi;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang pengadaan dan distribusi;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang psngadasn dan
distribusi;



d. menpapian Bahan pengawasan dan pengendalian di
bidang pergadaan dan distribusi;

8. menyiapkan bahan  evaluasi dan  pelaporan
peloxsanaan Hgas

f. melaksanakan fugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepsair Hidang Sarara dan Prasarana sesuai dengan
furdryve.

(2) Seksi Pemcliharaan Jdan Ferbengkelan mempunyai tugas

a. menylapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk  teknis di  bidang pemaliharaen dan
parbengkelan;

b. menyiapkan bahan peiaksanaan rencana program dan
pstunjuk  teknis di bidang pemeliharaan dan
perbengkelan;

€. menyiapkan bahan kocrdinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan dan
perbengkelan;

d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di
kidang pemelinarasn dan perbengkslan:

¢. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
psiakannann tugas;

f. meiaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olah
Kepala Bidang Sarana dan Prasaran sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BAR NN
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya. Kepala Dinas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kapala Daerah
maeafalui Sakretaris Daerah.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oieh seorang Kepala Bagian
Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kapala Bidang yang
dalam  melaksanakan tugas berade dibawah dan
benanggung jawab Kepada Kepala Dinas.



(4) Setiap Sub Bagiar dipimpin olen seorang Kepala Sub
Bagian yarg dalam melaksanakan tugas barade dibawah
dan bertanggung jawab kepade Kepala Bagian Tata Usaha.

(9) Setiap Scksi dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam meimisanakan tugns berada di bawah dan
bertanggung jawab kopada Kepala Bidang .

(6) Setiap Uit Peiaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinaa yang dalam

melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kopaia Dinas:

(7} Apabila Kepala Dinas berhalangan didalam menjalankan
tugasnys, Kepala Bagian Tata Usaha atau salah secrang
Kepala Bidang.

(8) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau
sebaliknya secara administratif dilaksanaken melalui Bagian
Tata Usaha.

Pasal 17

(1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh
kegiatan aparai pelaksana dan staf dinas.

{2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip
koordinasi, ntegrasi, sikronisasi dan simplifikasi baik dalam
lingkurgan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait;

(3) Kepala Bagian Tsta Usaha. Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kcpala Seksi berkewajiban  melaksanakan

prinsip-prinsip  koordinasi, integrasi, sinkronisast dan
simplifikasi sesuai tugasnya masing-masing.

{4) Kepala Dinas. Kepala Bagian Tata Usaha. Kepala Bidang.
Kepala Sub Bagian dan Keoala Seksi masing-masing
bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan
kepada bawahannya serta melaporkan  hasil-hasil
pelaksanaan tugas menurut jenjang Jabatannya masing-
masing.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

{1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dinas mempunyai
kegiatan,

(2) Ketentuan iebikh lanjut mengenai kegiatan Dinas diatur
dengan Keputusan Kepala Daerah,



il

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan

Whalikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2001 tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran (Lembaran

Dasrah Kota Surabay?s Tahun 2001 Nomor 48/D2), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20

Peraturan Walikcta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan dl Surabaya
pade tanggal 28 Desember 2005
WALIKOTA SURABAYA,

ftd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HADA,
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 20056 NOMOR 20/D
Salinan sesual dengan aslinya

a.n. SEKRETARIG DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR



